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Abstract 

Background: Drug abuse in Banyuwangi Regency is the result of people's lack of 

understanding of the dangers posed. Causes of drug abuse from internal and external 

factors. It is important that the Government of Banyuwangi Regency facilitates efforts to 

prevent and eradicate drug abuse, illicit traffic, and drug precursors. Objective: To 

describe, analyze, and interpret rehabilitation governance in dealing with drug abuse in 

Banyuwangi Regency. Method: Using qualitative principles according to constructive 

and participatory models. Primary data from interviews, and secondary data from the 

results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the 

research. Results: The program for managing drug abuse handlers based on planning, 

organizing, directing, and monitoring has proven effective in handling narcotics abuse in 

Banyuwangi Regency. Conclusion: Development of medical rehabilitation institutions, as 

well as involving the participation of all parties in implementation and supervision is 

important. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi dampak ketidak 

pahaman masyarakat pada bahaya yang ditimbulkan. Penyebab penyalahgunaan narkoba 

dari faktor internal dan eksternal. Pentingnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

melakukan fasilitasi agar terbentuk upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan, 

peredaran gelap, maupun prekursor narkoba. Tujuan: Mendeskripsi, menganalisis, dan 

menginterpretasi tata kelola rehabilitasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di 

Kabupaten Banyuwangi. Metode: Memakai prinsip kualitatif sesuai model konstruktif 

dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian 

studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Hasil: 

Program pengelolaan penangan penyalahgunaan narkoba yang berbasis perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terbukti efektif dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Simpulan: Pengembangan 

kelembagaan rehabilitasi medis, serta pelibatan partisipasi semua pihak dalam 

implementasi maupun pengawasan merupakan hal penting.  

Kata Kunci: Narkoba, Rehabilitasi Medis, Banyuwangi 
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PENDAHULUAN 

Dampak dari modenisasi adalah pesatnya pembangunan dan masalah sosial. 

Permasalahan yang cenderung ada di tiap daerah adalah penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba).  

Banyuwangi sebagai kabupaten yang terus berbenah, berkembang, dan sarat 

prestasi dalam kebijakan pembangunan tidak lepas dari masalah patologi sosial 

karena penyalahgunaan narkoba. Deskripsi tersebut diukur berdasarkan data 

Polresta Banyuwangi yang pada tahun 2022 telah melakukan penangkapan 

terhadap 219 orang pengguna narkoba tanpa prosedur yang benar (2022, 17 

Desember).  

Faktor pendorong seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkotiba: (1) 

Faktor internal: keluarga, ekonomi, dan kepribadian diri sendiri; (2) Faktor 

eksternal: karena pengaruh dari pergaulan. Meski faktor pergaulan disebut banyak 

pihak sebagai hal paling dominan, namun sebenarnya faktor internal dan eksternal 

saling melengkapi.  

Realitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi karena 

masyarakat tidak paham terhadap bahaya yang ditimbulkan. Narkotika adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

tertentu (Undang-undang nomor 35/2009). 

Pada satu sisi narkotika disebut sebagai obat atau bahan yang bisa 

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, namun pada disisi lain: penggunaan narkoba tanpa 

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan 

kerusakan fisik maupun psikis pemakainya. 

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika 

signifikan dan sangat beragam sehingga diperlukan upaya penanganan yang serius 

oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah berhak mengeluarkan 

kebijakan yang relevan dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat 

(Noviana & Priyanto, 2023). Keberadaan suatu kebijakan untuk mewujudkan 

ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, et 

al., 2023). 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban melakukan 

fasilitasi untuk peningkatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan 

prasarana rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba 

(Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020). 

Fasilitasi merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan, peredaran gelap, serta prekursor narkoba. Terdapat 2 hal yang 

harus dilakukan: (1) melakukan penanggulangan dengan cara sosialisasi secara 
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masif dengan melibatkan pihak-pihak terkait; (2) melakukan penangan pada 

pengguna narkoba melalui rehabilitasi. 

Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020 adalah 

memberi manfaat dalam membentuk stabilitas, dan pemantapan kehidupan 

masyarakat. Meski kebijakan sudah ditetapkan, namun kebijakan tanpa 

implementasi disebut siklus gagal dalam kebijakan publik (Pratiwi, et al., 2021).  

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang 

wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan di lembaga rehabilitasi. 

Melakukan rehabilitasi pada korban dan pelaku penyalahgunaan narkotiba 

dianggap penting dalam menekan angka pengguna narkoba, dan membantu dalam 

penyembuhan (Sujono & Bony, 2011).  

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika harus 

dilakukan secara sempurna dan berkelanjutan sehingga para korban dan pecandu 

berhenti menggunakan narkoba, disiplin, sehat, dan bisa mengendalikan diri agar 

tidak ketergantungan lagi.  

Implementasi rehabilitasi terbagi dalam bentuk medis dan sosial. 

Rehabilitasi secara medis sebagai bentuk atau proses pengobatan dalam 

membebaskan pecandu dari ketergantungan. Adapun rehabilitasi sosial sebagai 

bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam 

tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan adalah 1 diantara sekian 

organisasi pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. Fasilitas medis bagi korban dan pecandu narkoba adalah rehabilitasi 

medis.  

Organisasi harus menunjukan apa yang harus dilakukan dan yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah (Priyanto, 2018). Karena fungsi organisasi 

menjalankan perintah kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait masalah yang 

bersifat mendasar serta menyangkut masyarakat.  

Target akhir dari rehabilitasi adalah kesembuhan dan hidup normal. Perlu 

tata kelola yang baik dan benar dalam aktivitas rehabilitasi bagi korban maupun 

pecandu narkoba. Tata kelola rehabilitasi harus sesuai prinsip manajemen, karena 

berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

pada usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner (dalam Krisnandi, et 

al, 2019:4))  

Artikel ilmiah ini mengulas tentang tata kelola rehabilitasi dalam menangani 

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Analisis dan hasil diperoleh 

peneliti dari upaya pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara 

deskriptif, komparatif, dan asosiatif.  

 

METODE 

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan 
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prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell, 

2014:88). Penelitian ini memiliki tujuan dalam menjawab terkait tata kelola 

rehabilitasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Banyuwangi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 

hingga 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang 

ditetapkan berdasarkan prinsip purposif; data sekunder di dapat melalui studi 

pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subtansi penelitian. Analisis 

data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti 

dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil 

wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Narkoba dan Fungsi Rehabilitasi Pemerintah Daerah 

Sejarah narkoba berangkat dari keberadaan negara Indonesia yang terkenal 

sebagai penghasil rempah-rempah sehingga banyak pedagang asing tertarik untuk 

mendapatkan pala, cengkeh, jada dan sebagainya dari sumbernya. Tidak hanya 

rempah-rempah, bahan narkotika juga termasuk dalam bahan perdagangan, 

khususnya pedagang dari Persia dan India.  

Narkotika sudah memasuki segala lapisan: kalangan atas, kalangan 

menengah, bahkan kalangan bawah. Narkoba tidak hanya dinikmati golongan 

remaja, namun golongan setengah baya sampai golongan tua, dan dari berbagai 

profesi. Penyebaran narkoba tidak hanya di kota besar, tetapi sudah memasuki 

kota-kota kecil dan merambat ke kecamatan dan desa. 

Penyalahgunaan narkoba bersifat patologi dan perlu menjadi perhatian 

segenap pihak dengan seluruh fasilitas penunjangnya. Pecandu narkoba 

merupakan tindakan mengorbankan diri sendiri karena menderita sindrom 

ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri 

(Yulkarnaini, 2021).  

Terdapat beragam jenis narkoba: (1) dari tanaman yaitu candu atau morfin, 

kokain, marijuana atau ganja; dan (2) jenis sintetis atau buatan yang dihasilkan 

melalui proses kimia. Dampak narkotika: (1) depressant yaitu mengendurkan atau 

mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat sehingga dipergunakan 

untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur atau istirahat; (2) 

stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga 

merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang; dan (3) halusinogen 

yaitu menimbulkan perasaan yang tidak nyata atau khayalan yang menyenangkan. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pengayoman dan pelayanan 

pada masyarakat secara keseluruhan (Priyanto & Noviana, 2018). Hakikatnya 

bersifat mengatur dan memaksa sesuai batasan tertentu. Bahaya penyalahgunaan 

narkoba harus ditempatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk suatu 

kebijakan sehingga dapat menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten 

Banyuwangi.  
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Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara 

simultan, sehingga implementasinya harus seirama dengan kepentingan 

masyarakat (Priyanto, et al., 2021). Rehabilitasi merupakan luaran yang 

diinginkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020. 

Pentingnya upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar memulihkan kesehatan 

maupun keadaan fisik dan mental sehingga dapat kembali normal dalam 

lingkungan masyarakat.  

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan merupakan organisasi 

milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bergerak pada pelayanan 

kesehatan. Setiap organisasi pemerintah harus memiliki legalitas formal, 

menangani kepentingan masyarakat, memiliki misi sebagai panduan dalam 

mengambil keputusan bagi organisasi, dan memiliki visi agar aparaturnya 

terinspirasi dan mencapai tujuan organisasi (Nadarsyah & Priyanto, 2022). 

Implementasi visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 

mengarah pada fungsi kesehatan. Adapun yang dimaksud: (1) penyelenggaraan 

pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan; 

(2) pemeliharaan  dan  peningkatan  kesehatan  perorangan  melalui  pelayanan 

kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis; (3) penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan SDM dalam peningkatan kemampuan dalam pemberian 

pelayanan kesehatan; dan (4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 

penapisan teknologi kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan 

bidang kesehatan (Rahmadani, 2016). 

Sebagai organisasi pemerintah yang bergerak pada pelayanan kesehatan, 

Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan wajib menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat, diantaranya dalam menangani korban 

maupun pecandu narkoba.  

Pengelolaan suatu organisasi harus didasari oleh kepatuhan terhadap 

peraturan yang ada (Priyanto, 2018).  Dengan demikian Pelayanan yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebagai organisasi publik 

diharapkan dapat menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika di 

Kabupaten Banyuwangi melalui rehabilitasi medis. 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah 

Blambangan juga memberikan fasilitas rehabilitasi dalam bentuk pengobatan 

terpadu terhadap korban dan pecandu narkoba agar terbebas dari kektergantungan. 

Pelayanan dalam rehabilitasi medis dilakukan dengan memberikan obat-obatan 

tertentu yang dapat menekan ketergantungan terhadap narkotika.  

Peneliti menganggap bahwa rehabilitasi yang diselenggarakan di Rumah 

Sakit Umum Daerah Blambangan bertujuan agar korban dan pecandu narkoba 

kembali melakukan aktivitas normal seperti sediakala, melanjutkan pendidikan 

dalam mengasah minat dan bakat sebagaimana yang diinginkan. 
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Tata Kelola Rehabilitasi 

Rehabilitasi pada korban maupun pecandu narkoba bukan pekerjaan mudah. 

Diperlukan suatu tata kelola agar aktivitas rehabilitasi mencapai tujuan yang 

ditetapkan, menjembatani berbagai kepentingan yang bertolak belakang, dan 

mencapai efektifitas dan efesiensi.  

Dalam menganalisis tata kelola rehabilitasi medis pada korban dan pecandu 

narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, peneliti menggunakan 

pemikiran Stoner (1989) yang terdiri dari aspek: perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan. 

 

Gambar 1. Skema Pengelolaan Penangan Penyalahgunaan Narkoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikelola dari pemikiran Stoner (1989) 

 

Pertama, Perencanaan. Aspek ini bertujuan menentukan tujuan dan 

bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berperan penting karena 

menjadi pondasi bagi pelaksanaan fungsi tata kelola lainnya. Fungsi tata kelola 

lainnya hanya menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi 

perencanaan itu sendiri. 

Stoner (dalam Krisnandi, et al, 2019:4) menyampaikan, bahwa perencanaan 

merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis. Perencanaan dapat 

diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai 

tujuan tersebut. Agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu 

meningkatkan kualitas penerapan fungsi tata kelola.  

Perencanaan berkaitan dengan konsep dan proses kegiatan yang akan 

dijalankan. Proses perencanaan bersifat sangat dinamis, artinya dapat mengalami 

perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi (Priyanto & Noviana, 

2023).  

Beberapa fungsi yang dicapai dalam perencanaan, yaitu: menganalisis dan 

Tata Kelola Rehabilitasi Medis 

Keberhasilan Penanganan Penyalahgunaan 

Narkoba Di Kabupaten Banyuwangi 

 

Perencanaan Pengorganisasian 

Pengawasan Pengarahan 
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menjelaskan berbagai permasalahan, menentukan prioritas permasalahan yang 

akan diatasi, menentukan tujuan dan indikator keberhasilan dari sebuah rencana, 

mengkaji hambatan dan kendala dalam upaya yang dilakukan dalam mencapai 

tujuan, dan menyusun rencana kerja operasional dan manajerial.  

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa penerapan keberhasilan 

penanganan rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan narkotika karena 

RSUD Blambangan berangkat dari perencanaan yang matang dan pengelolaan 

yang terstruktur. RSUD Blambangan menempatkan aspek perencanaan sebagai 

fungsi tata kelola pertama. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan didasarkan atas 

rencana yang dibuat sebelumnya.  

Dalam proses perencanaan, RSUD Blambangan Banyuwangi telah melalui 

tindakan yang berurutan, yaitu: merumuskan tujuan penanganan penyalahgunaan 

narkotika umum sampai dengan yang khusus, melakukan proyeksi keadaan di 

masa datang, mencari dan menilai beberapa alternatif, dan kemudian menyusun 

rencana strategis dalam rehabilitasi. 

Perencanaan dalam aktivitas tata kelola rehabilitasi medis dalam 

penanganan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah 

Blambangan merupakan salah satu langkah operasional dalam mewujudkan 

penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi yang maksimal.  

Kedua, Pengorganisasian. Merupakan aktivitas tata kelola berkaitan 

dengan ilmu dan seni yang diciptakan untuk kepentingan mengatur, mengelola, 

dan mengembangkan dalam skala paling kecil sampai skala yang besar.  

Pengorganisasian dalam tata kelola rehabilitasi medis pada penyalahgunaan 

narkoba di Banyuwangi sangatlah penting, karena berkaitan dengan upaya dan 

tindakan mengusahakan setiap hubungan dengan kelakuan yang efektif antar 

setiap orang dalam organisasi sehingga dapat bekerjasama yang dilakukan oleh 2 

orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Keberlangsungan kinerja pada suatu organisasi akan lebih terjamin dan 

terstruktur apabila kerjasama dapat dijalankan secara maksimal. Pengorganisasian 

ialah suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan 

pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu dan/atau kelompok yang akan 

berperan dalam pelaksanaan rencana (Stoner (dalam Krisnandi, et al, 2019:8)).  

Keberadaan RSUD Blambangan Banyuwangi sebagai organisasi milik 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang fokus pada pelayanan kesehatan sangat 

penting dan menjadi harapan masyarakat dalam menangani segala sesuatu tentang 

kesehatan, khususnya dampak yang dialami korban serta pecandu penyalahgunaan 

narkoba.  

Rachman (dalam Syukran, et al, 2022) menjelaskan bahwa dalam 

melaksanakan aktivitas pengorganisasian ada beberapa prinsip yang harus 

dijalankan, diantaranya: pembagian kerja, pembagian wewenang dan 

tanggungjawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan langkah, subordinat minat 

dibawah minat, pemberian penghargaan, sentralisasi atau pemusatan, jenjang 
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hierarki, ketertiban, kesamarataan, stabilitas jabatan, inisiatif, dan kesatuan 

melaksanakan pengorganisasian dengan tujuan organisasi yang bermutu. 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi, Direktur RSUD 

Blambangan sebagai pemegang hak otoritas tertinggi di RSUD Blambangan telah 

menjalankan roda organisasi dengan baik.  

Pola pengaturan pengorganisasian yang dilakukan Direktur RSUD 

Blambangan sebagai pengelola penanganan penyalahgunaan narkotika di 

Kabupaten Banyuwangi melalui fasilitasi rehabilitasi medis adalah dengan cara 

melakukan pembagian wewenang, tugas dan fungsi, yaitu penentuan sumber daya 

dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; perancangan dan 

pengembangan atau kelompok kerja yang dapat membawa kearah tujuan; 

penugasan tanggung jawab tertentu, mendelegasikan wewenang yang diperlukan 

kepada setiap individu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. 

Peneliti menganggap bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Direktur 

RSUD Blambangan dengan baik dalam mengorganisir setiap sumber daya yang 

ada hakekatnya untuk menunjang pencapaian tujuan dalam menangani berbagai 

permasalahan yang dialami oleh korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba di 

Kabupaten Banyuwangi.  

Ketiga, pengarahan. Proses pengarahan atau penggerakan adalah fungsi 

yang sangat penting dalam rangka implementasi dari proses yang dibuat 

sebelumnya. Pengarahan ialah suatu proses mengarahkan, membimbing dan 

menyemangati anggota dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan 

(Stoner (dalam Krisnandi, et al, 2019:8)). 

Pengarahan dalam artikel ilmiah diarahkan pada keberhasilan tata kelola di 

RSUD Blambangan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui 

rehabilitasi medis. 

Proses pengarahan di RSUD Blambangan dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis berkaitan dengan 

kemampuan yang dimiliki Direktur RSUD Blambangan yang dapat mengarahkan 

bawahan dan dirinya sendiri.  

Pengarahan berkaitan dengan motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi 

untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan Stoner 

(dalam Sriyono, 2017:7). Oleh karenanya dalam hal tata kelola di RSUD 

Blambangan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi 

medis perlu menjalankan aspek motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi.  

Aspek motivasi lebih dimaksudkan pada motivasi pada segenap aparatur 

dalam meningkatkan produktivitasnya, sedangkan kepemimpinan lebih ditujukan 

pada atasan dalam mengatur aparatur yang dimiliki, serta komunikasi yang harus 

dijalin antara bawahan dengan atasan. (Firdaus, et al., 2023) 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa pola motivasi yang dilakukan 

Direktur RSUD Blambangan menjadi dorongan yang menyebabkan aparaturnya 
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berbuat sesuatu berdasarkan waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan 

mengikuti suatu hierarki. 

Direktur RSUD Blambangan menggunakan pola motivasi dalam 

pengarahannya agar dapat memperjelas dan memperkirakan kepada segenap 

aparatur di masing-masing unit pelayanan dalam RSUD Blambangan, dengan 

melihat rata-rata kebutuhan yang menjadi alat dalam pemberian motivasi, 

sehingga jika mengalami suatu keadaan genting sekalipun, para aparatur dalam 

pelayanan kesehatan tetap bisa tenang dan menunjukkan tindakan yang baik dan 

benar. 

Pentingnya aspek kepemimpinan karena setiap pimpinan pada suatu 

organisasi pemerintah perlu mengarahkan, dan mendorong dengan cara memberi 

tuntunan agar aparaturnya mengerjakan dengan usaha dan cara yang sesuai 

dengan kemauan organisasi (Mashuri, et al., 2021).).  

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa keberhasilan model 

kepemimpinan yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan karena 

kepiawaiannya dalam memberikan pengaruh yang konstruktif kepada para 

aparaturnya untuk mengutamakan upaya koperatif dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Peneliti menganggap bahwa keberhasilan tersebut karena Direktur 

RSUD Blambangan selalu memiliki cara dalam mempengaruhi aparaturnya, dan 

berhasil menempatkan kekuasaannya, sifat dan karakternya, dan gaya 

kepemimpinannya sesuai situasi yang terjadi. 

Sedangkan pentingnya aspek komunikasi karena seorang pemimpin diukur 

dari kualitas komunikasi yang dilakukannya. Aspek komunikasi mempunyai peran 

yang sangat penting dalam proses pengarahan, karena dapat membantu kelancaran 

organisasi, demikian pula sebaliknya (Anjarwati, et al., 2023).  

Dalam perspektif penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten 

Banyuwangi, komunikasi yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan secara 

baik dapat mendukung tujuan yang direncanakan. 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan 

Direktur RSUD Blambangan sudah baik karena selalu dapat menyampaikan 

informasi, baik tentang gagasan, pendapat, penjelasan, saran-saran dan lain-lain 

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 

sehingga komunikasinya bisa mempengaruhi atau merubah respon atau keadaan 

sebagaimana yang diinginkan. 

Motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam kepentingan pengarahan 

Direktur RSUD Blambangan terhadap aparatur berjalan efektif dan searah dengan 

kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian 

sangat wajar jika masyarakat pengguna layanan rehabilitasi merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Keempat, pengawasan. Merupakan aspek yang berkesinambungan dengan 

aspek yang lainnya, sehingga harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan organisasi 

terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya. 
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Siklus penting saat dan pasca implementasi adalah evaluasi (Utami, et al, 

2021). Meskipun arahan kepada segenap aparatur telah dijalankan, namun 

Perintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan pengawasan, termasuk dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya agar segenap aparatur yang ada 

melaksanakan tugas tidak menyimpang tanggung jawab kerjanya. 

Stoner (dalam Sriyono, 2017:7) menyampaikan bahwa pengawasan berarti 

para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah 

atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang 

salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan 

kembali ke jalur tujuan yang benar. 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan 

Direktur RSUD Blambangan agar tindakan sesuai dengan standar yang 

diinginkan, pelaksanaan yang terukur, dan tindakan korektif berjalan dengan baik. 

Berdasarkan deskripsi kajian rehabilitasi medis bagi pelaku dan korban 

penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi, pengawasan diperlukan 

untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.  

Melalui pengawasan diharapkan setiap unsur dalam RSUD Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi dapat membantu melaksanakan kebijakan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena pengawasan berkaitan dengan 

evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan bisa 

mendeteksi keberhasilan kerja, sekaligus mendeteksi kemungkinan penyimpangan 

yang bisa saja terjadi. 

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh sebuah 

organisasi. Oleh karenanya peneliti menganggap bahwa pengawasan yang 

dilakukan sebagai bentuk determinasi dari prosedur kerja yang telah dilaksanakan, 

termasuk melakukan tidankan-tindakan korektif sehingga upaya penanganan 

terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi 

medis sesuai yang direncanakan.  

 

KESIMPULAN 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membentuk dan implementasi 

kebijakan pelayanan kesehatan terhadap korban serta pecandu penyalahgunaan 

narkoba melalui prosedur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan dalam rehabilitasi medis terbukti efektif. 

 

REKOMENDASI 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan sosialisasi masif dan 

tepat sasaran, mengembangkan unit penanganan, dan melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan.  
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